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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan  dan kemudian diuraikan dalam 

bab sebelumnya merupakan hasil temuan yang dijumpai di lapangan secara 

langsung. Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan atas apa yang menjadi 

permahasalahan dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam 

penyelenggaraan wisata di pesisir Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone 

Bolango. 

 Temuan hasil penelitian terkait fokus dan sub fokus penelitian yaitu 

bagaimana penyelenggaraan wisata di pesisir Kecamatan Kabila Bone melalui 

PERDA NO.2 Tahun 2017 Tentang Kepariwisataan Kabupaten Bone Bolango dan 

faktor penentu implementasi kebijakan PERDA NO.2 Tahun 2017 Tentang 

Kepariwisataan Kabupaten Bone Bolango di pesisir Kecamatan Kabila Bone. 

Dalam penyelenggaraan wisata di pesisir Kecamatan Kabila Bone; promosi, 

pelatihan SDM, pengawasan dan pembinaan, peran serta masyarakat. Untuk 

pengawasan dan pembinaan perlu untuk diperhatikan dan ditingkatkan karena 

masib belum dilaksanakan secara maksimal. 

 Selain itu dinilai dari faktor penentu implementasi kebijakan PERDA 

NO.2 Tahun 2017 Tentang Kepariwisataan Kabupaten Bone Bolango di pesisir 

Kecamatan Kabila Bone sudah berjalan cukup baik. Kempat faktor penentu sudah 



dijalankan. Namun, perlu beberapa peningkatan  dalam komunikasi dan sumber 

daya, agar kebijakan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang 

menjadi tujuan kebijakan.  

5.2  Saran 

 Dari uraian kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan saran sebagai 

berikut: 

1) Untuk penyelenggaraan wisata yang lebih baik. Peneliti memberikan saran 

agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap pembinaan dan pengawasan. 

Guna mencarikan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh 

masyarakat.  

2) Pemerintah juga harus memberikan sosialisasi atau komunikasi secara 

rinci kepada masyarakat agar masyarakat memiliki pengetahuan yang utuh 

tentang kebijakan PERDA NO.2 Tahun 2017 Tentang Kepariwisataan 

Kabupaten Bone Bolango 

3) Pemerintah perlu memberikan Complete Facilities untuk mendorong 

pengembangan wisata. Agar dapat menambah kepuasan atas pelayanan 

yang diberikan kepada pengunjung.
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